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ABSTRACT 

 

Eyewitnesses see the prosecution's detectives, prosecutors, and criminal case evidence, and 

they are able to view, witness, and to provide information about lawsuits that are experienced 

by themselves. Payments were softened by the defendant's witness. 193 / pid.b / 2018 / pn / 

psb, the defendant presented the de charge of 3 witnesses. Research problems: (1) What is the 

role of prosecution as evidence as evidence in palm oil theft from decision number 193 / 

pid.b / 2018 / PSB. (2) What is the examination of the judge that imposes criminal sanctions 

on criminal defendants? Decision No. 193/Pid.B/2018/PN/PSB on the crime of palm oil theft. 

This study uses a normative legal approach. Primary and secondary data are used as data 

sources. The results of the examination of the role of testimony are not binding on the judge 

in making a decision, and if the information cannot prove that the defendant is innocent, the 

defendant remains in court. Thee judges consiideration in deciding cases of palm oil theft 

cannot be separated from legal and illegal considerations. 
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Keterangan Saksi a Dechart merupakan 

keterangan saksi yang membebaskan 

terdakwa, sama dengan keterangan Saksi 

Dechart dalam kasus pencurian kelapa 

sawit Pasaman Barat berdasarkan 

keterangan Saksi a Dechart. Itu 

pertimbangan hakim Lihatlah meja tepat 

sebelum negosiasi. Bagian 1 Kitab 

KUHAP. 26, Saksi adalah alat bukti 

perkara pidana yang didengar, dilihat, dan 

dialami untuk kepentingan penyidikan, 

penuntutan, dan persidangan. yaitu 

penyidikan dan penuntutan Dalam 

penyelidikan, bukti membenarkan 

kejahatan tersebut. Selain mewajibkan 

hakim untuk menggunakan alat  bukti 

faktual berupa alat bukti, laporan, surat, 

petunjuk, dan alat bukti dari Terdakwa  

, hakim juga fakta-fakta permasalahan 

yang dihadapinya, diperlakukan dengan  

berdasarkan. "Peran Persetujuan Saksi 

untuk alaat buukti. 



 Dalam Accara Piidana Peencurian Kelapa 

Sawit (Stuudi Kaasus Ptusan Nomor 193 

pid.b2018/pnpsb)"  

 1. Putuusan No. 193/Pid. B/2018/PN/Apa 

peran saksi yang meringankan sebaagai 

alaat buktii dlam  prsidangan tiindak 

piidana peencurian  sawit di PSB?  

 2. Apa pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan hukuman pidana kepada 

terdakwa kasus pencurian kelapa sawit 

dalam Putusan Nomor 

193/Pid.B/2018/PN/PSB? 

A. Jenis Penyidikan 

 Jenis penyidikan ini bersifat normaatif 

dengan menganalisis Putuusan 

Peengadilan Ngeri Psaman Barat Nomor 

193/Pid.B/2018/PN dengan menggunakan 

bahan hukum utama berupa peraturan 

perundang-undangan dan teori yang 

menjadi sasaran. 

B. Sumber data utama penelitian ini adalah 

sebagai berikut, karena pendekatan hukum 

normatif mempunyai kemampuan 

mengandalkan data sekunder.  

a. Data Sekunder  

 Data sekunder yaitu data  

diperoleh berdasarkan dokumen 

resmi,  laporan, buku, ijazah, 

disertasi, disertasi, dan peraturan 

yang berkaitan dengan subjek 

penelitian. Data sekunder  dapat 

dikategorikan sebagai berikut: 

1. Dokumen Hukum Utama  

1) Undang- Undang Republik 

Indonesia Nomor. 8  Taahun 1981 

tntang Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP)  

 2) Undang- Undang Nomor 2 

Republik Indonesia tntang 

Kepolisian Negara Republik 

Indonesia.  

 3) Undaang-Unndang Nmor 16 

Tahun 2004 tntang Kejaksaan 

Republik Indonesia.  

 4)  Undaang-Undaang Nmor 48 

Republik Indonesia tntang 

Kewenangan Hakim Nomor 48 

Tahun 2009. 5) Putusan Pengadilan 

Negeri Pasaman Barat No. 

193/Pid.B/2018/PN/PSB 

a. Materi Hukum 

Sekunder  

Materi Hukum Sekunder 
berkaitan erat 
menggunakan Materi 
Hukum Primer & akan 
membantu Anda 
menganalisis & tahu 

Materi Hukum Sekunder 

tersebut seperti 

buku/literatur, jurnal, 

dan makalah akademis.  

e.  Bahan hukum tersier  
 Materi pemberitahuan 
mengenai materi hukum 
primer dan sekunder.  
a) Ensiklopedia 
b) Kamus Bahasa Indonesia 
c) HUKUM LEKKISH 
 

f.  Analisis data  
Setelah menganalisis data 
dan memulihkan data, baik 
data primer maupun data 
sekunder diolah dan 

dianalisis secara kualitatif Itu 

valid. Dengan kata lain, 

tidak ada nomor, tetapi 

pernyataan itu digunakan. 

Ini berisi  

 data bidang, yang detail 

melalui kalimat pakar, aturan, 

dan  masalah ini, sehingga 

mereka dapat menarik 

kesimpulan sesuai dengan 

tujuan penelitian mereka.  

Hasil Penelitian 

A. Peran meringankan saksi  Sebagai 

bukti dari  proses tentang pencurian 

kelapa sawit Dalam putusan ini, 

hakim justru mendengar 

keterangan para saksi. Peristiwa  

Menurut keterangan saksi, 

terdakwa memanen kelapa sawit di 

sisa kebun, bukan di atas tanah 

Golongan 6 Tanjung Pankar Ninik 

Mamak Luas 20,5 hektar sesuai 

dengan hak. .. Dan Ninik Mamak 



adalah orang yang diberi hak atas 

kelebihan tanah. Namun secara 

hukum saksi tidak dapat 

menjelaskan bahwa areal panen  

tanaman milik terdakwa bukan 

merupakan tanah kelompok yang 

tergabung dalam Kelompok 

Tanjung Base 6, sehingga terdakwa 

tetap. pasalnya adalah seorang 

jaksa yang dihukum.  

B. Putusan 

No.193/Pid.B/2018/Pertimbangan 

Hakim menjatuhkan  sanksi pidana 

terhadap terdakwa pencurian 

kelapa sawit di PN/PSB.Hakim 

dalam menjatuhkan putusan 

memiliki dua aspek yaitu hukum, 

harus mempertimbangkan positif 

dan non- aspek hukum. Hal ini 

didasarkan pada aspek hukum, dua 

alat bukti yang sah, serta pada 

keyakinan hakim dan akal sehat 

hakim. 
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